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ABSTRAK 

Suhandani, 1810413610015, Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat 

Di Kabupaten Tabalong, dibimbing oleh Bapak Drs. H. Apriansyah, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan pelayanan bagi 

masyarakat di Kabupaten Tabalong serta bagaimana tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan 

pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong 

Penelitian ini menggunakan metode kualititatif. Pada penelitian ini, 

informan penelitian yaitu DPM-PTSP Kabupaten Tabalong. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan di analisis 

menggunakan analisis secara deskriptif kualititatif. 

Hasil penelitian yaitu:(1) Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tabalong hanya memuat tiga 

kewenangan yaitu Kewenangan atribusi berasal dari peraturan daerah seperti 

pemberian izin usaha, Penyederhanaan Prosedur, Pengawasan dan Monitoring 

Investasi dan Fasilitas dan Insentif Investasi, kemudian untuk kewenangan delegasi 

juga berasal dari peraturan daerah seperti pemberian izin usaha, pemberian izin 

lingkungan, pengurusan perizinan bangunan, penyusunan rencana tata ruang, dan 

penyusunan kebijakan promosi investasi, selanjutnya untuk mandat  berasal dari 

atasan kepada bawahan dengan SOP yang sudah dibuat. (2) Tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan 

pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong ada dua yaitu tugas untuk dinas 

penanaman modal yaitu melakukan pembinaan, melakukan pengawasan dan 

melakukan evaluasi, sedangkan tugas dan fungsi dinas pelayanan terpadu satu pintu 

yaitu:melakukan pelayanan informasi dan pengaduan, melakukan verifikasi 

terhadap berkas permohonan perizinan dan melakukan pemprosesan permohonan 

perizinan.. 

Kata Kunci :Kewenangan, Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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ABSTRACT 

Suhandani, 1810413610015, Authority of the One Stop Investment and Integrated 

Services Service in Improving Services for the Community in Tabalong Regency 

supervised by Drs. H. Apriansyah, M.Sc. 

This research aims to determine the authority of the Investment and One-Stop 

Integrated Services Service in improving services for the community in Tabalong 

Regency as well as the duties and functions of the Investment and One-Stop 

Integrated Services Service in improving services for the community in Tabalong 

Regency. 

This research uses qualitative methods. In this study, the research informant 

was DPM-PTSP Tabalong Regency. Data collection techniques used observation, 

interview and documentation techniques and were analyzed using qualitative 

descriptive analysis. 

The results of the research are:(1) The authority of the Investment and One-

Stop Integrated Services Service in Tabalong Regency only contains three 

authorities, namely The authority for attribution comes from regional regulations 

such as granting business permits, Simplification of Procedures, Supervision and 

Monitoring of Investments and Facilities and Investment Incentives, then the 

authority for delegation also comes from regional regulations such as granting 

business permits, granting environmental permits, processing building permits, 

preparing spatial plans. , and the preparation of investment promotion policies, 

then the mandate comes from superiors to subordinates with SOPs that have been 

created., (2 ) The duties and functions of the Investment Service and One-Stop 

Integrated Services in improving services for the community in Tabalong Regency 

are twofold, namely the duties of the investment service, namely providing 

guidance, supervising and conducting evaluations, while the duties and functions 

of the One-Stop Integrated Services Service are:carrying out information and 

complaint services, verifying licensing application files and processing licensing 

applications. 

Keywords:Authority, Services, Investment Service and One Stop Integrated 

Services 
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